BAB I
FENDAHULUAN
I. Latar Belakang

Omnibus Law adalah undang-undang yang menggabungkan atau merevisi
heberapa undang-undang sekaligus dalam satu payung hukum. Salsh satu contoh
Omuibus Law di TR adajal umﬂahugcm Kerji, iindang-ymibmz
Jnveﬂasl,hhm hwm thhcnmkm u:n.:hmpm ini bertujuan
untitk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya
’niug Indonesia di pasar global, meningkatkan: pﬂm elmnnml, serta
pmyaﬁdmnun regulasi (Buana, 2023), Namun. sejak awal pmnsnh:mn}'m
Ompibus Law Cipta Kerja menuai kritik dari berbagai w Mj‘lmknl.
khususnya .knlumpuk buruh. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indomesia
MWUQMEHME}'WMM&MM dari adanya UL
iﬁaﬁa i‘n’dﬂ.rﬂmpenhal fleksibilitas hubungan kerja, yang dinilai semakm tidak
melindungi buruh dengan kontrak kerja atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT), serts melenggangkan prakiik fleksibilitas waltu kerja. dan melegalkan
prakiik feksibilitas upah (YLBHL 2023).

UL pendahulunya yaita UU No.11 Tahun 2020 fentang Cipta Kerja telah
dinyatakan eacat formil dan inkonstitusional borsyarat eleh Mahkama Konstitus
(MK}. Pembentukan undang-undang tersebut dinilai tidak cermat dan bertentangan
dengan proses pembenhlhu undang-undang. :wli Jmirangnya partisipasi publik
selama tohap pembuatan rancangan undmg—undang (IGJ, 2023). Dalam
putusannya, MK memberikan waktu bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan
perbatkan. Apabila melewati batas waktu vang ditentukan, maka undang-undang
tersebut akan dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. Setahun
pasca putusan MK, pemerintah menerbitkan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta
Kerja, demi menciptakan kepastian hubum sekaligus implementasi atas putusan
ME. Pada Maret 2023 DPR mengesahkan Perpu tersebut menjadi undang-undang



(Farisa, 2023}, Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang tidak luput
dari gelombang penolaken dan kritik dari kalangan masyaraknol, karena dinilai
terlalu tergesa-gesa. DPR dan Pemerintah kembali mengabaikan asas keterbukaan
dan partisipasi publik dalam proses pembentukan Perpu Cipta Kerja hinga menjadi
undang-undang.

Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi struktur ketenagakerjaan
nasional yang sangat besar dan kompleks, sehingga penting memahami konteks
jumlah dan slatus_w WM ﬂim Penduduk wsia kerja yang
melimpah menipakan berkah bagi Indonesia apabila dikelola dengan baik, dan akan
menjadi pal]mg hqipm;l dulam upava _pernq:um _pembangunan
LW?H.H., Zﬂ}ﬁ}w usia kerja IPLTE:IW sﬁi‘fua OrNg yang
berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerjo/di Indonesia pada Agustus 2023
berjumlah 212.59 juta ormng. Sebagian besar penduduk usia kefja tersebut
merupakan angkaton kera, vaitu 147,71 juts orang, sisanys termasuk bukan
angkatan kerja schanyak 64,88 juta orang. Dari 147,71 juts orang yang tergalong
dalam angkatan kerja, sehanyak 139,83 juts orang penduduk yang bekerja, dan
ﬁlnym’f,ﬂﬁjﬂ. arang adalah pengangguran (Badan Pusat Statistik. 2023).

Tabel 1.1 Penduduk Usia Kerju dan Angkatan Kerja, 2021- 2023

{Sumber: Badan Pusat Statistik. 2023)

Masih dalam rnilis yang sama dari Badan Pusat Seatisuk tahunm 2023,
diketahui jumloh penduduk Indonesia yang  bekerja  didominasi  oleh
buruh/karyawan‘pegawai  yartu sebesar 3768%. Adapun berdasarkan status
pekerjaannya, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan



informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan
status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai.
Sisanya dikategonkan sebagal kegiatan informal, yaitu penduduk yang berusaha
sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja, keluarga/tidak dibayar, pekerja
bebas. dan pekena keluarga'tidak dibayar {Badan Pusat Statistik, 2023},

formal/informal, Agustus 202 |- igustﬁ;m‘.‘f
{Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Kondisi im mendorong terbentuknya wadah-wadsh perjuangan hak buruh
socars kolektif, yaitu melalui serikat pekerja atau serikat buruh. Pembentukan
serikat buruh atau serikat pekenn sebagal soraoa untuk lmmpﬁjumgkm
melindungi, dan membela kepentingan dan kescjahteraan pekeffa atau buruh
beserta w m ewjud huhunﬁm wnl yang harmonis,
dinamis, dan berkeadilan, &mym tersebut tertuang dalam pertimbangan
pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 t tentang Serikat Pekerja atau
Serikat Buruh huruf e.

Pada hakikatnya. serikat pekerfa atsu serikat buruh ada untuk melindungi
dan memperjuangkan perbaikan upah dan kondisi kerja buruh { Interantional Labour
Organization, 2002). Dalam Pasal 25 ayat (1) Undong-Undang Nomor 21 Tahun
2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, dijabarkan lima poin yang menjadi
hak serikat pekerjo atau serikat buruh. Hak tersebut berlaku bagi senkat pekerja
yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan. Adapun hak-hak tersebut yains 1)

membiat perjanjian kerja bersamn dengan perusahaan, 2) mewakili pekerja atau



buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial, 3) mewakili pekerja atau buruh
dalam lembaga ketenagakerjaan, 4) membentuk lembaga atau melakukan kegiatan
vang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh, 5)
melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan

dengan perundang-undagan yang berlaku.
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(Sumber: website Kementrian Ketenagakerjaan, 2024)

Salah satu jalur yang biasa ditempuh buruh dalam memperjuangkan,
membela dan melindungi hak-haknya adalah dengan melakukan aksi demonstrasi.
Kegiatan demonstrasi sendiri dijamin oleh undang-undang. Tepatnya Undang-



Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampatkan Pendapat di
Muka Umum (Pele, 2017). Contoh pelaksansanva ialah aksi demonstrasi yang
dilakukan oleh buruh seperti demo 10 Agustus 2023. Salah satu tuntutan vang
mendasan demo bursh 1 Agustus 2023, vaitu menuntut pencabutan Ommbus Law
Cipta Kerja. (Fallahnda, 2023). Ommnibus Law sebagai isu publik tentu memiliki
dampak signifikan bagi semua stakeholder yang terlibat maupun terdampak
karenannya, seperti kaum buruh.

Menyikapi_kontroversi Omnibus Law Cipta Kerjo, buruh melakukan aksi
unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, seperti di depnn gedung DPR/MPR RI dan
sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat (detikcom, 11}23'}; Dhketahui aksi unjuk
rasd tersebut digelar aleh massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh
(AASB) dan Gerskan Buruh Bersama Rakyat{Gebmk). Kedua oliansi tersebut
dimoten eleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) dan Kongres
Allsnsi Senkat Buruh Indonesin (KASBI) { Wicaksono, Burih KSPS] dan KASBI
Demo MK dan 1stana Negara Han Ini, 2023),
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Gambar 1. 2 Massa buruh bergerak memuju Istana Negara
{Sumber: website Federas: Serkat Pekerja Logam Elektronik Mesin SPSI, 2023

Aksi buruh yang berlangsung pada 10 Agustus 2023 bukonlsh penstiwa
yang berdini sendin. Terdapat beberapa faktor vang melatarbelakanm aksi buruh
tersebut. Faktor yong utoma adalah meningkatnya ketidakpuasan di kalangan
pekerja atas upah rendah dan kondisi kerjo yang buruk. Pemyebab lainnya ialah
kurangnya penghormatan terhadap hak-hak buruh. Selain dua faktor tersebut, hal



lain yang turut memainkan peran penting dalam persitiwa aksi buruh 10 Agustus
2023 jalah situssi ckonomi global yang mengalami perlambatan sehinggn
menyebabkan  hilangnys pekerjsan dan pemotongan upah, yang semakin
memperburuk nasib para pekerja (Ani, 2023),

Aksi ini menjadi bagian dari reaksi kolektif yang tidak hanya menggugat
substansi hukum, tetapi juga memperlihatkan ketegangan sosial vang patut
dicermati, terutama dalam hal hagmmmﬂnhdlrepresemmtkan kepada publik
melalui media. Dalam konteks _qilﬂ:. media berperan tidak hanyva sebagai
penyampai informist. (ctupi juga sebagai aktor yang membentuk makna dan

persepsi publik atas sehuah gﬂdﬂiﬁ'l. Bnn:mnm mnﬂm umbhgkai aksi buruh
akan memengaruhi legitimasi, opini publik, hinggs kemungki pengambilan
m Olleh karena itw, pendekatan analisis fnﬁugw:inlam penelitian
ini karena mampu menjelaskan bagaimana medin tidak henya menyampaikan
informasi. {etapi juga secarn aktif membentuk realitas mﬂ melalui seleksi.
penanjolan. dan penyajian aspek-aspek tertentu dalam pembentam]}hhmmymg
kompleks dan sarat mustan ideologis seperti Omnibus Law, analisis framing
memungkinkan ;nn:liu mengkaji carn media membingkai kepentingan buruh.
posisi pemeriritah, serta membentuk opini publik terhadap peristiwa yang
diberitakan.

‘Salah satu contoh penelitian. terdahulu vang menggunakan pendekatan
serupa falah penelitian oleh Syarief Darmoyo. Syarief Darmoyo, dalam tesisnya
ll!ntﬂnlalh! ﬁﬁhﬁ m unﬁw. ...lnhfim ﬁmﬂw wun huruh  dilam
prmfurr:e:i-'c.mn' .n'i.r:.rmpu.i duan Media Tndoresia, hemhh\m sSecard wmum surat
kabar Kompas don Media Indonesia tidak memiliki perbedaon yang mendasar
dalam memberitakan periiﬁa] buruh. Kedua media terséhﬁt cenderung menggunakan

buruh sebagai sumber utama bentanya. Kemudian frame vang sama-sama sering

mereka gunokan untuk melapor berita pemogokan buruh adalah frame anarkis yang
biasanya dipakai oleh pengusaha dan freme pelunggaran terhadap hak-hak buruh
vang biasanya dipakai oleh buruh dalam menginterpretasikan berbagai peristiwa
konflik industrial. Terakhir, mereka sama-sama berorientasi pada penstiwa
daripadn isu dalam menceritakan aksi-aksi pemogokan buruh (Darmoyo, 20010 ).



Tesis Darmoye di atas merupakan sedikit gambaran tentang bagaimana
media mengkonstruksi realitas {aksi mogok buruh) melalui pemberitzanya. Maka
dari itu, penting untuk melihat bagaimana media mengonstruksi realitas demo
buruh, khususmya melalui bingkai yang digunakan untuk membentuk persepsi
publik terhadop Ommibus Law dan para buruh itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan
oleh Entman (1993}, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga
membentuk cara pandang publik terhadap sunty isu. Dalam Konteks pemberituan
deme buruh, media m&niliki MIMMIHHTL aspek mana yang
ditonjolkan dﬂb&ﬁlﬂmm p’tﬂﬂ&w ik mﬂhm peristiwa tersebul,
Dengantﬂﬂlm.ﬁmﬂhhhmﬂi mana media secarn selekti f membingka
Mﬂl;.ﬁmuk mmaﬂM.Mﬂﬂmns mﬂmhmui,mda.nﬁerﬁpnns suatu
st

Untuk membedah konstruksi realitas media, plﬂdﬁuw model
fmmﬁﬁ_&ubeﬂ N. Entman {1993) yang mencakup empat elemen utama, yaitu
e ﬁm mende finisikan penistiwe atau 130 sebaga suatu masalah; diggnose
e ifikasi penyebab dari masaloh tersebut; make m:w!ﬁuﬁup
iﬁmhm'h pull.im:m moral terhadap aktor aau isu: dan dneaiment

recammendation. menawarkan solusi atau tindakan penyelesaian.
Em menvatakan:
Ty frame is 10, seloct some aspects of a perceived reality and make them more
lﬂdﬁlm carrmTTCa g fext, i stch o way as Hm a particular prohlem

m ml M marerd szn andior  ireatment
reconmendotion (Entman, ‘H'!m*'

ditemukan studi yang sm*sp!sfﬂi‘mmhmrﬂnﬁmn pemhcntnun media doring
CNN fndonesio dan Tvomemews com dalam membingkai aksi demo buruh 10
Agustus 2023, Celzh inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Berdasarkan hasil
pra riset vang peneliti lakukan dengan mengamati konten berita di portal berita
CANN Indonesia dan Tvonenews.com, peneliti menemukan bahwa  terdapat
perbedaan antara CAN Indonesia don Tvomenews.com dalam menentukan sumber
informasi yang digunakan. CAN fadonesia lebih menekankan pada informas: dani



mengambil angle berita dari pesan-pesan di spanduk massa demo maupun sumber
Diaya Indonesia periode 2015 hingga 2016,

CNN Indonexia don Teonenews.com merupakon dua media massa nasional
yang cukup kredibel. Mmgmp rilis Rewre In.mrf..rpa(hpultalﬂn.habahlanlmg

Tvonengws.com mendudik




Tabel 1.4 Merek media yang paling dipercaya di Indonesia (2023)
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empat elemen fruming menurut Robert N. Entman. yaitu bagaimana m
mﬂdﬂﬁmﬂnnmmahhmmdmgmspm}&uhfmihnmlamm
dan merekomendasikan solusi atas peristiwa tersebut?



1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis bagaimana CVN Indoresia dan Tvanenews.com membingkai
aksi demonstrasi buruh pada 10 Agustus 2023, terutnma vang berkaitan
dengan tuntutan Pﬂlﬁﬂbﬂlﬂﬂ Umimg—ﬂndmg Cipta Kerja (Omnibus Law).

c) Penelitian dihlruphﬁnt memberikan kesadaran kritis bagi
masyarakat agar lebih cermat lagi dalam menafsirkan informasi dari
media darimg.

1.5 Sistematika Bab

Peneliti membagi penelitian ke dalam beberapa sistematika bab yang
— —
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BAB I Pendahuluan
Menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi dasar dari kenapa
latar belakang masalsh beserta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfant
penelitian, dan sistematika bab.
BAB Il Tinjauan Pustaka
Bab kedua berisi tentas
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